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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah 

ditulis di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemohon yang ingin mengurus Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat 

pertama harus melengkapi berkas berkas persyaratan yang diperlukan. 

Persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan bangunan rumah ibadat yaitu 

persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan khusus. Setelah 

melengkapi berkas persyaratan pemohon dapat mengumpulkan berkas 

tersebut ke kepala DPMPTSP untuk diperiksa. Jika berkas persyaratan 

sudah dinyatakan asli dan lengkap maka kepala DPMPTSP akan 

menerbitkan IMB rumah ibadat paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari. 

2. Kendala yang terdapat dalam pendirian rumah ibadat di Kabupaten Sleman 

yaitu terbagi menjadi: 

a. Kendala Internal 

Kendala internal nya, yaitu isi regulasi Peraturan Bupati 

Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 tidak menjadi solusi bagi masyarakat 

yang kesusahan mengikuti Peraturan Bersama Menteri. Peraturan Bupati 

ini malah memberikan kesulitan bagi stakeholder yang ingin mendirikan 

rumah ibadat.
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 stakeholder yang akan mendirikan bangunan rumah ibadat 

harus mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat sebanyak 60 

orang beserta KTP setempat sebagai bukti dukungan dan bukan hanya 

syarat ini saja namun stakeholder harus bisa mendapatkan dukungan 

jemaat minimal sebanyak 90 jumlah jemaat untuk dapat bisa memenuhi 

persyaratan ini, sungguh bukanlah syarat yang mudah dilakukan bagi 

pemeluk agama minoritas dikarenakan tidak di setiap daerah bisa 

mengumpulkan 60 dukungan dan juga tidak setiap perkumpulan agama 

bisa menjamin memiliki 90 anggota jemaat terkhususnya pemeluk agama 

minoritas dan yang merupakan perkumpulan agama yang tidak besar. 

b. Kendala eksternal 

Masyarakat dan sumber daya manusia menjadi kendala 

eksternal bagi stakeholder untuk mengurus pendirian rumah ibadat 

dikarenakan masih ada masyarakat setempat tidak mudah untuk dimintai 

persetujuan terkhususnya bagi masyarakat yang memiliki agama berbeda 

dengan stakeholder yang ingin mendirikan rumah ibadat. Sumber daya 

manusia juga menjadi kendala bagi stakeholder dikarenakan akibat dari 

perpindahan penduduk yang terus menerus pada suatu daerah ke daerah 

lain menyebabkan terdapat komunitas agama yang tidak dapat memiliki 

rumah ibadat karena jumlah komunitas agama itu belum mencapai 90 

orang dewasa, apalagi dengan banyaknya aliran dalam satu agama, tidak 

sedikit adanya terdapat aliran komunitas agama tertentu tidak dapat 

memenuhi jumlah jemaat untuk mendapatkan izin pendirian rumah 
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ibadat. Demikian jelaslah bahwa formulasi Peraturan Bupati Sleman 

tidak didasarkan pada analisis sumber daya manusia yang mendalam.  

3. Penulis memiliki solusi bahwa sebaiknya pemenuhan syarat prosedur pada 

Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 

tidak akan mudah untuk dipenuhi, maka mungkin lebih baik jika syarat 

prosedurnya tidak harus berupa pengumpulan Kartu Tanda Penduduk 

namun bisa melalui daftar nama atau tanda persetujuan. Pemenuhan syarat 

prosedur Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 

Tahun 2019 panitia pembangunan rumah ibadat melakukan persiapan yang 

lebih baik lagi untuk memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf b 

Peraturan Bupati terkait, dengan cara harus mulai mengumpulkan dukungan 

dari warga setempat dimulai segera mungkin, dan juga mungkin jika 

mendapatkan persetujuan bantuan dari pemerintah setempat untuk 

membantu mengimbau masyarakat setempat untuk mendapatkan dukungan. 

 

B. Saran  

1. Pemerintah melakukan revisi terhadap peraturan yang berlaku terkait 

prosedur/persyaratan penerbitan izin pendirian rumah ibadat untuk daerah 

tertentu khususnya yang cenderung dihuni oleh para domisili tidak tetap 

(masyarakat domisili berjangka waktu) seperti daerah yang berpenghuni 

masyarakatnya terdiri dari banyak mahasiswa patut dipertimbangkan 

berdasarkan jumlah pengguna tidak terbatas hanya pada orang yang 
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memiliki KTP setempat tetapi juga yang tidak memiliki KTP seperti remaja 

dan juga yang memiliki KTP yang berasal dari luar daerah, seperti 

Mahasiswa. 

2. Terkait hal yang patut diperhatikan oleh stakeholder guna kelancaran 

permintaan dukungan/rekomendasi warga sekitar rencana pendirian Rumah 

Ibadat maka sebaiknya sedini mungkin melakukan pendekatan dan 

sosialisasi kepada warga setempat baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung melalui cabang FKUB setempat. 
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